BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR 45 TAHUN 2015
TENTANG

PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Pasal 50

Mengingat

ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa perlu regulasi mengenai
Perangkat Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk
Peraturan Dacrah tentang Perangkat Desa; '

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten
dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495); :

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Langkat dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Langkat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
1I Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat 1I Langkat dan
Kabupaten Derah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3). :

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Menetapkan

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERANGKAT DESA.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang D N :
Indonesia Tahun 1945, £ g Lasar Negara Republik
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Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom:.

Bupati adalah Bupati Langkat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Désa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat bedasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama
lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau
yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk

‘desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga
desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah atau Pemerintah
Daerah.

BAB II
PERANGKAT DESA

Pasal 2
Perangkat Desa terdiri :
a. sekretariat desa;
b. pelaksana kewilayahan; dan
c. pelaksana teknis.
Pasal 3

(1)

(3)

(4)

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertugas

| membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh
Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa

Eebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala
esa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pen .
gangkatan Perangkat D
dalam Peraturan Bupati. £ gxat Desa diatur
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Pasal 4

Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diangkat dari warga
Desa yang memenuhi persyaratan:

a.

b.

berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang
scderajat;

berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua)

~ tahun; dan

terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Pasal 5

Pehgangkatan Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai

berikut:

a. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi
calon Perangkat Desa;

b. kepala Desa melakukan konsultasi dengan mengenai pengangkatan
Perangkat Desa;

c. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon
Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan

d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh' Kepala Desa dalam
pengangkatan Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

(1) Pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Langkat yang akan diangkat
menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat
pembina kepegawaian.

(2) Dalam hal pegawai negeri sipil Pemerintah Kabupaten Langkat

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi
perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari
jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak
sebagai pegawai negeri sipil.

BAB III
LARANGAN
Pasal 7

Perangkat Desa dilarang:

a.
b.

C.

merugikan kepentingan umum; '
membuat .keputgsan yang menguntungkan diri sendiri, anggota
keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentuy;

menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
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(1)

()

(1)

melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan
masyarakat tertentu;

melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan
.atau tindakan yang akan dilakukannya;

menjadi pengurus partai politik;

menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;

merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan
Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam
peraturan perundangan-undangan;

ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau
pemilihan kepala daerah;

melanggar sumpah/janji jabatan; dan

meninggalkan tugas selama 60 (enam: puluh) hari kerja berturut-turut
tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 8

Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan
dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan
dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. N

BAB IV
PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Perangkat Desa berhenti karena:
a. meninggal dunia;

b. permintaan sendiri; atau

c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf ¢ karena:

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. Berhalangan tetap;

- ¢. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa; atau
- d. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
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Pasal 10

(1) Pemberhentian Perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme

(1)

(2)

sebagai berikut:
a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat mengenai
pemberhentian Perangkat Desa; :

b. camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai
pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan
Kepala Desa; dan

- ¢. rekomendasi tertulis camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam

pemberhentian Perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Perangkat Desa diatur
dalam Peraturan Bupati.

BAB YV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Perangkat Desa yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap
melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.

Perangkat Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil
melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

| Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten
Langkat Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa (lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

60



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Langkat.
Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 3 September 2015

BUPATI LANGKAT,
ttd

NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 3 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
ttd
INDRA SALAHUDIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2015 NOMOR : 02

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

KHAIRUL FUUAD
NIP. 19630909 199404 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH
SUMATERA UTARA : (2/2015) HABUPATEN  LANGKAT, = PROVINSI
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I. UMUM

Perangkat Desa sebagai salah satu unsur pelaku desa, memiliki peran
penting tersendiri dalam mewujudkan kemajuan bangsa melalui desa.

Perangkat Desa adalah bagian dari unsur Pemerintah Desa yang
terdiri dari Sekretaris Desa (Sekdes) dan Perangkat Desa lainnya yang
merupakan Aparatur Pemerintah Desa di bawah naungan Kepala Desa
(Kades). Adapun Perangkat Desa lainnya yang dimaksud biasanya jumlah
dan sebutannya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat yang biasa dikenal dengan sebutan Kepala Urusan
(Kaur)/Kepala Seksi (Kasi) dan unsur kewilayahan/Kepala Dusun (Kadus)
yang ada di setiap Pemerintahan Desa. Hal ini juga diatur dalam Struktur

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT
NOMOR S TAHUN 2015
TENTANG
PERANGKAT DESA

Organisasi Tata Kerja Kepemerintahan (SOTK).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat 4
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
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Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

‘Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 20
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